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Abstract: Implementation Development Policy and Planing Minimarket in
Pematang Siantar.Various economic problems faced by all countriesy only
be solved by the economic system adopted. Indosestanomic system cannot
be said to refer to the two major forces that campéth each other at this time,
the capitalist economic system which is based derdlism and socialist
economic system that is based communist. Indonesianomy to design its own
system in accord ance with Indonesian culture lit esystem of national life
that could unite the diverse ethnic groups. Patec&sionomic System (SEP) is an
economic system that is excavated and constructed the valuesespoused in
Indonesian society.

Traditional market in Indonesia continues to trydefend against attacks
from modern stores. The presence of modern ratgihlesses has its own color to
the development of the retail industry in IndoneBRarticularly in the Siantar City
several modern retail businesses with the abilitydevelop business capital
outstanding in a short time frame. Actors makeapgen in the form of mini-
businesses, supermarkets and even hypermarket®arscattered in every area.
The rise of mini Indomaret establishment is congdeto threaten the fate of
small traders who sell in traditional markets armbad the Indomaret. That's why
minimarket like Indomaret needs to be fosteredrideonot to adversely affect the
small traders around him. Gains some small tradexsdeclining because people
prefer to shop at the minimarket. Minimarket Indoetaalso needs to be
organized so that its location is not adjacent traditional market in the Siantar
city and the small traders.
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PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki sistem ekonomi. Pilihan addp sistem ekonomi
yang dianut oleh suatu negara tergantung pada &ksem nasional negara
tersebut. Biasanya, kesepakatan nasional ini berkis undang-undang dasar
yang dimiliki. Sistem ekonomi adalah strategi sua¢égara mengatur kehidupan
ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran. Barbpgrmasalahan
ekonomi yang dihadapi oleh semua negara di durdaaya dapat diselesaikan
berdasarkan sistem ekonomi yang dianut oleh mamagjng negara. Perbedaan
penerapan sistem ekonomi dapat terjadi karena ga&abnepemilikan sumber daya
maupun perbedaan sistem pemerintahan suatu negara.



Sistem ekonomi dapat berfungsi sebagai sarana pmETglountuk
melakukan produksi, cara atau metode untuk meng@a@s kegiatan individu
dan menciptakan mekanisme tertentu agar distribasang dan jasa terlaksana
dengan baik. Secara umum sistem ekonomi memililkebidean antara lain: (1)
Dapat menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakddnd mengatur kegiatan
ekonomi. (2) Setiap individu bebas memiliki sumbember produksi.
(3)Munculnya persaingan untuk maju. (4) Efisiensin éfektivitas tinggi karena
setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif nretatza.

Sedangkan kelemahan dari sistem ekonomi yaitutngali melakukan
pemerataan pendapatan, cenderung terjadi ekspldigasn buruh oleh para
pemilik modal, munculnya monopoli yang dapat metagi masyarakat, sering
terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalatakasi sumber daya oleh
individu.

Macam — Macam Sistem Ekonomi
1. Sistem Ekonomi Liberal/Kapitalis/Pasar

Sistem ekonomi liberal yaitu sistem ekonomi dimakanomi diatur oleh
kekuatan pasar (permintaan dan penawaran). Sist&onomi liberal
menghendaki adanya kebebasan individu melakukaratk@gekonomi. Sistem
ekonomi liberal banyak dianut negara-negara Erapadanerika Serikat.
Memiliki ciri-ciri sebagai berikut: a) adanya pekgan terhadap hak individu, b)
kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsiemerapkan sistem
persaingan bebas, d) peranan modal sangat perg)ngeranan pemerintah
dibatasi, f) motif mencari laba terpusat pada képgan individu.

2. Sistem Ekonomi Sosialis/lKomando/Terpusat

Sistem ekonomi sosialis yaitu sistem ekonomi dimakanomi diatur
negara.Dalam sistem ini, jalannya perekonomianrsdpe/a menjadi tanggung
jawab negara atau pemerintah pusat.Sistem ekorasialis banyak diterapkan di
negara-negara Eropa Timur yang pada umumnya mengaham komunis. Ciri
utamanya yaitu : a) hak milik individu tidak diakl) seluruh sumber daya
dikuasai negara, c) jalannya kegiatan perekonomségenuhnya tanggung jawab
pemerintah, d) kegiatan ekonomi direncanakan datuidpemerintah, e) produksi
dilakukan untuk kebutuhan masyarakat, f) kebijagarekonomian disusun dan
dilaksanakan pemerintah.

3. Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran merupakan penggabungan caanpuran
antara sistem ekonomi liberal dan sosialis. Dalastes ini pemerintah bekerja
sama dengan pihak swasta dalam menjalankan kegiatekonomian. Sistem ini
banyak diterapkan di negara-negara yang sedangernbdng. Ciri-cirinya
kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan wyasansaksi ekonomi
terjadi melalui mekanisme pasar tetapi masih adgpoa tangan pemerintah dan
ada persaingan tetapi masih ada control pemeriatata jalur birokrasinya
panjang.

Sistem perekonomian Indonesia bisa dikatakan tekgacu kepada dua
kekuatan besar yang saling berlomba saat ini, y@iktem ekonomi kapitalis yang
berlandaskan liberalisme dan sistem ekonomi sesighng berlandaskan
komunis. Pancasila menjadi salah satu jawaban up&rknasalahan tersebut.
Pancasila dirancang agar bisa menampung semuasagmmponen bangsa ini.



Oleh karena itu, Pancasila dijadikan sebagai ssdédh dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) merupakan sistemoekioyang digali
dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam yaaakat Indonesia. Beberapa
prinsip dasar yang ada dalam Sistem Ekonomi Pdactesisebut antara lain
berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionaligkenomi, demokrasi
ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyataan dkeadilan.Ciri-cCiri
sistem ekonomi pancasila,yang sering disebut peltegai demokrasi ekonomi
secara garis besar ada empat sebagai berikut: rahd™e negara penting,tetapi
tidak dominan maksudnya agar dapat dicegah timbulsistem ekonomi
komando. 2) Peranan swasta penting tetapi tidakrdommaksudnya agar dapat
dicegah tumbuhnya sistem liberal. 3) Dalam sist&kmnemi Pancasila, usaha
negara dan swasta tumbuh berdampingan secara sgintiatem ekonomi tidak
didominasi oleh modal dan tidak didominasi buruisteé®n ekonomi didasarkan
atas asas kekeluargaan menurut keakraban hubungamanusia. 4) Masyarakat
memegang peranan penting maksudnya produksi dkeerjalen semua dan
dibawah pimpinan atau pengawasan anggota-anggatgana&at.

Dalam Demokrasi Ekonomi yang berdasarkan Pandaailss dihindarkan
hal-hal sebagai berikut:

a) Sistem free fight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi terhadap
manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya dbinésia telah
menimbulkan dan mempertahankan kelemahan strukteia@dnomi
nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomiaradu

b) Sistem etatisme dalam arti bahwa negara berseatatap ekonomi negara
bersifat dominan, mendesak dan mematikan potertai daya kreasi unit-
unit ekonomi diluar sektor negara.

c) Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatamorekgpada satu
kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan momapsgang
merugikan masyarakat dan cita-cita keadilan s¢&BHN 1993).

Pasar dibagi dalam beberapa jenis yaitu pasarsioad merupakan
tempat bertemunya penjual dan pembeli, yang dibandan dikelola oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan UddikaNegara dan Badan
Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swdestgan tempat usaha
berupa bangunan biasanya terdiri dari kios-kiosu ajarai, los dan dasaran
terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pelagpasarserta ditandai
dengan adanya transaksi penjual pembeli secaradagglan biasanya ada proses
tawar-menawar.

Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari sepenardahan makanan
berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daginm, kekaian barang elektronik,
jasa dan lain-lain.Pasar seperti ini masih banyiénuikan di Indonesia, dan
umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar nadrkanl pembeli untuk
mencapai pasar.Pasar tradisional di seluruh Indmrtesus mencoba bertahan
menghadapi serangan dari toko modern. Toko modialala toko dengan sistem
pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis baramgraeeceran yang berbentuk
minimarket, supermarket, department store, hypeétataataupun grosir yang
berbentuk perkulakan.

Toko modern tidak banyak berbeda dari pasar ti@whsi namun halnya
penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara lamggsmelainkan pembeli



melihat label harga yang tercantum dalam bardmaycgde), berada dalam
bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mgpdaiayan) atau dilayani
oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual, sédalman makanan seperti buah,
sayuran, daging; sebagian besar barang lainnya ggueg adalah barang yang
dapat bertahan lama.

Kehadiran para pelaku usaha ritel modern telah reemiarna tersendiri
bagi perkembangan industri ritel Indonesia. Bebeenaglaku usaha ritel modern
mengembangkan usaha dengan kemampuan kapital yanpidsa dalam jangka
waktu yang singkat. Pelaku usaha mewujudkannyandddantuk minimarket,
supermarket bahkamypermarket yang kini bertebaran di setiap kota besar
Indonesia bahkan pedesaan. Kehadiran para pelaka usi, bagi konsumen
Indonesia di satu sisi cukup menggembirakan.

Masyarakat sebagai konsumen mendapatkan berbalygositif terkait
dengan kenyamanan saat berbelanja, keamanan, keam)deriasi produk yang
semakin beragam, kualitas produk yang terus meaindln beberapa harga
produk menjadi lebih murah karena hadirnya persangNamun pertumbuhan
ritel modern ternyata mendatangkan persoalan téirsemerupa tersingkirnya
usaha ritel kecil atau tradisional yang menjadi anpencaharian masyarakat
Indonesia dalam jumlah yang tidak sedikit.

Dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan etsdam skala
kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran nuelam skala besar, maka
pasar tradisional perlu diberdayakan agar dapabahndan berkembang serasi,
saling memerlukan, saling memperkuat serta salirgnguntungkan. Untuk
membina pengembangan industri dan perdagangan goal@am negeri serta
kelancaran distribusi barang, perlu memberikan peaobagi penyelenggaraan
pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modgerta norma-norma
keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekandaamd&ubungan antara
pemasok barang dengan toko modern serta pengemmbdegaitraan dengan
usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingam ldgseimbangan kepentingan
produsen, pemasok, toko modern dan konsumen.

Kota Pematang Siantar adalah salah satu kota d@ifeiSumatera Utara,
dan kota terbesar kedua di provinsi tersebut detdfeedan. Karena letak
Pematang Siantar yang strategis, kota ini dilintalgh Jalan Raya Lintas
Sumatera. Kota ini memiliki luas wilayah 79,97 %dan berpenduduk sebanyak
236.893 jiwa (2011). Dalam kegiatan jual beli K&tamatang Siantar memiliki
dua pasar tradisional yaitu pasar Horas dan pas#&modta. Kota Pematang Siantar
juga memiliki toko-toko modern seperti pusat pesbgan, minimarket dan
perkulakan. Dari sekian banyak riteil modern yadg di Kota Pematang Siantar
terdapat minimarket yang beroperasi seperti Indemang dalam setahun sudah
membangun tokonya di 15 lokasi.

Pembinaan khusus yang dilakukan oleh Dinas Perindns dan
Perdagangan Kota Pematang Siantar dalam hal inphenelakukan pengawasan
dengan memeriksa kualitas barang yang diperjuiioeli mengontrol harga
barang agar tidak terlalu melambung tinggi, dan lemoperasinya.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Bakah 4 mengatur
tentang penataan pusat perbelanjaan dan toko madenurut ketentuan bahwa
dalam pendiriannya wajib memperhitungkan kondisionelmi masyarakat,
keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usatilamenengah yang ada di



wilayah yang bersangkutan, memperhatikan jarak alenqsar tradisional yang
telah ada sebelumnya. Menyediakan fasilitas yamgjlhesehat, aman, tertib dan
ruang publik yang nyaman. Batasan luas lantai adsajuuntuk toko modern
seperti minimarket kurang dari 400 m2. Sedangkemharoperasinya untuk hari
senin sampai dengan jumat pukul 10.00 sampai &0, untuk hari sabtu dan
minggu pukul 10.00 sampai dengan 23.00.

Kenyamanan berbelanja yang ditawarkan toko moderamiooat
konsumen lebih memilih untuk berbelanja di toko erod Pedagang tradisional
dari waktu ke waktu tidak menunjukkan pertumbuhamgy positif. Hal ini
ditunjukkan dengan ekspansi ritel modern sangasagningga masuk ke wilayah
pemukiman rakyat.

Ada beberapa alasan mengapa supermarket dan mieimdn lebih
diminati, yaitu pertama, melalui skala ekonomingapermarket dapat menjual
lebih banyak produk yang lebih berkualitas dengang& yang lebih murah.
Kedua, informasi daftar harga setiap barang teasddn dengan mudah diakses
publik. Ketiga, supermarket menyediakan lingkundaerbelanja yang lebih
nyaman dan bersih, dengan jam buka yang lebih pgngan menawarkan aneka
pilihan pembayaran seperti kartu kredit dan kadhbitddan menyediakan layanan
kredit untuk peralatan rumahtangga berukuran bdsaempat, produk yang
dijual di supermarket, seperti bahan pangan,telatalm pengawasan mutu dan
tidak akan dijual bila telah kadaluwarsa.

Dengan berkembangnya toko-toko modern seperti pesaelanjaan atau
minimarket menyebabkan masyarakat memiliki perildkonsumtif, dimana
perilaku tersebut suka membelanjakan uang dalantajuiyang besar. Perilaku
tersebut memiliki dampak negatif dan positif.

Pasar tradisional umumnya menarik para konsumeaskelenengah-
bawah, sementara supermarket menarik para konsdarekelas menengah dan
atas. Persaingan tersebut membawa dampak bur@dsgrtkeberadaan pedagang
tradisional. Salah satu dampak nyata dari kehadiem modern di tengah-tengah
pedagang tradisional adalah berkurangnya pedagacg &erta menurunnya
omzet dari pedagang kecil tersebut.

Kenyataan yang terjadi di lapangan, pengaturan japerasi dari
indomaret tersebut tidak sesuai dengan peratunag tgdah ditetapkan. Indomaret
tersebut beroperasi pada pukul 07.00 sampai puk0D2dengan jam buka yang
begitu lama peluang pedagang kecil disekitarnyardaheraih konsumen sangat
kecil karena konsumen akan lebih memilih berbeldnjempat yang lebih bersih,
aman dan nyaman. Pendirian indomaret tersebut kugang memperhatikan
jaraknya dengan pasar tradisional yang ada di Haeraebut, bahkan ada juga
indomaret yang beroperasi tanpa memiliki ijin yarggmi. Saat ini hanya
indomaret saja yang sudah berkembang di Kota Pegatiantar, jenis
minimarket lain seperti Alfamart belum ada dan nkimgakan segera
berkembang. Berikut lokasi-lokasi indomaret yang ddKota Pematang Siantar
beserta jam operasinya. Dari pengamatan yang #gekwleh penulis terdapat
fenomena sebagai berikut: (1) Usaha minimarketofimatet) semakin menjamur
di lingkungan masyarakat khususnya di Pematang té8ian(2) Kurang
memperhatikan jarak antara minimarket (indomarethgan pasar tradisional
yang telah ada sebelumnya. (3) Pemerintah kuramgpehatikan waktu operasi
minimarket (indomaret) secara jelas. (4) Pedagauj lyang berjualan di pasar



tradisional dan sekitarnya merasa dirugikan kapareghasilannya menurun. (5)
Terdapat usaha kecil yang tutup atau tidak benukdgi karena kalah bersaing.
(6) Terdapat minimarket (indomaret) yang beropdeagda memiliki ijin.

Maraknya pendirian minimarket indomaret ini dinilengancam nasib
para pedagang kecil yang berjualan di pasar-paadisional dan di sekitar
indomaret tersebut. Itu sebabnya minimarket sepwttmaret perlu dibina agar
tidak terlalu memberikan dampak negatif bagi pedggéecil disekitarnya.
Keuntungan beberapa pedagang kecil tersebut menlikarenakan masyarakat
lebih memilih berbelanja di minimarket tersebut.tddbah lagi minimarket
tersebut memiliki waktu beroperasi lebih lama gedagang kecil yang berada di
pasar tradisional. Begitu juga dengan indomaret yizslak memiliki izin yang
resmi, instansi-instansi yang terkait tidak addakukan tindakan yang tegas
terhadap keadaan ini, mereka hanya memberikanaegaja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jalannyaplementasi
kebijakan Pembinaan dan Penataan Minimarket di BelgeSiantar yang dilihat
dari Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 setizZk mengetahui upaya
apa saja yang dilakukan dalam Pembinaan dan Pendiaanarket di Pematang
Siantar.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatiingd® metode
deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkaplémaf sesuai dengan kenyataan
yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kiowdrsy terjadi. Penelitian
kualitatif bertujuan untuk membuat gambaran danuhgbn antara fenomena
yang diselediki. Penelitian deskriptif tidak memkan perlakuan, manipulasi
atau pengubahan pada variabel-variabel bebasnepggambarkan suatu kondisi
yang apa adanya.

Untuk mencari jawaban atas permasalahan dalam if@mehi penulis
menggunakan informan/responden yang bertindak sebsgmber data dan
informan terpilih serta yang bersangkutan dengarelgé&n ini. Dalam penelitian
ini, peneliti menggunakan informan sebagai objdkrmasi tentang pelaksanaan
kebijakan pembinaan dan penataan minimarket di B#maSiantar. Dalam
wawancara yang dilakukan dengan informan, penetiénggunakan metode
Showball Sampling. MetodeShowball Sampling adalah metode penentuan sampel
yang pertama-tama dipilih satu atau dua orangpit&tena dua orang ini belum
dirasa lengkap dalam memberikan data, maka pemediticari orang lain yang
dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data gémegikan oleh dua orang
sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber daeiydata primer dan
data sekunder sesuai dengan pengelompokan inforatasi data yang telah
diperoleh. Data primer yakni data yang diperolatase langsung dari wawancara
dengankey informan dan informan pelengkap penelitian mengenai implease
kebijakan pembinaan dan penataan minimarket di RemgaSiantar dan untuk
mengetahui upaya apa yang dilakukan dalam memiainaregnata minimarket di
Pematang Siantar.Data sekunder yakni data yangrotiepe dari Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Pematang Slantamstansi lainnya yang
berhubungan dengan penelitian ini, seperti datdajumoutlet indomaret, tugas



pokok dan fungsi masing-masing instansi dan data{olendukung lainnya sesuai
dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Penataan Minimarket di Pematang
Siantar

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada masalahtendi dalam latar
belakang masalah, yaitu mengenai implementasi &aoj pembinaan dan
penataan minimarket di Pematang Siantar bahwa ramkieh yang ada di
Pematang Siantar perlu dibina dan ditata agak mdanyebabkan dampak buruk
bagi pedagang di sekitarnya. Perkembangan minimad&ea zaman ini terjadi
cukup pesat. Tidak hanya di kota-kota besar, da k@ng kecil atau bahkan di
daerah pedalaman usaha minimarket sudah berkemBdnadx minimarket dalam
setahun bisa membangun tokonya lebih banyak dag gaduga. Dalam hal lain
pedagang tradisional atau pedagang kecil tersedutmbmampu bersaing dengan
minimarket-minimarket yang ada. Dengan usaha meyakg tidak begitu besar,
para pedagang kecil dipaksa untuk bersaing dengaimarket yang dari segi
tempat dan harganya jauh lebih unggul dari tokal kiglereka berusaha agar bisa
bertahan ditengah persaingan yang mereka alami.

Berkembangnya minimarket seperti indomaret initdisasi juga memiliki
keuntungan yaitu dengan bertambahnya outlet-outiddbmaret sama dengan
menambah lapangan pekerjaan. Dengan banyaknyahunmdamaret yang ada,
pemilik indomaret juga membutuhkan tenaga kerjagyzanyak pula. Serta dapat
memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhansmen& letaknya yang
dekat dengan pemukiman warga. Pada kenyataannypkeab tersebut tidak
sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan aturan tamuen yang ada. Hal ini
dikarenakan masih adanya minimarket (indomarety \agroperasi tidak sesuai
dengan ketentuan yang ada.

Secara umum implementasi kebijakan merupakan skedgiatan atau
usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan delng@pan akan memperoleh
suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sagarmasuatu kebijakan itu sendiri.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori inpentasi kebijakan menurut
Van Meter dan Van Horn dengan hasil sebagai berikut

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi kbmunikator
kepada komunikan. Sementara itu komunikasi kehiaKkaerarti proses
penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kklijakepada pelaksana
kebijakan(Widodo, 2011) Informasi perlu disampaikan kepada pelaku kehijak
agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang cherga tujuan, arah,
kelompok sasaran kebijakan, sehingga pelaku kednjakapat mempersiapkan
hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaks&adgjakan, agar proses
implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efeddita sesuai dengan tujuan
kebijakan itu sendiri dan mengurangi distorsi impdatasi. Komunikasi dalam
kerangka penyampaian informasi kepada para pelakkabijakan tentang apa
yang menjadi standart dan tujuan harus konsisterseiesagam.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakupelepa dimensi
penting yaitu transformasi informasi yang mengh&ndmar informasi tidak
hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tgigpi kepada kelompok



sasaran dan pihak yang terkait. Kemudian dimengldsan menghendaki agar
informasi yang jelas dan mudah dipahami, selainmiiwk menghindari kesalahan
kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakadar@gkan dimensi konsisten
menghendaki agar informasi yang disampaikan haamsi&ten sehingga tidak
menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, ketdnspsaran maupun pihak
terkait.

Pembinaan berarti membangun, menggambarkan dan eneailg suatu
keadaan agar lebih teratur dan sesuai dengan Watekétentuan yang ada. Yang
dilakukan secara bertahap agar lebih berkembangr&ie yang sesuai dengan
yang diharapkan. Membina berarti memperbaiki at@amgarahkan dengan cara
halus tidak ada kekerasan dalam hal ini. Pembihdmsus yang Disperindag
Kota Pematang Siantar lakukan adalah berupa meakyengawasan dan
memeriksa kualitas barang, mengontrol harga badargjam beroperasi dari
minimarket tersebut.

Dalam melakukan proses pembinaan terhadap minitadieerlukan
adanya komunikasi yang jelas antara pemerintah Retaatang Siantar dengan
instansi-instansi yang terkait dalam pelaksanaatagi pembinaan dan penataan
minimarket. Saat melakukan pengawasan dan memekikahtas barang dan
mengontrol harga barang diperlukan komunikasi yégk antara pihak
Disperindag Kota Pematang Siantar dengan pihaknmairket (indomaret).

a. Melakukan pengawasan dan memeriksa kualitas barang

Dalam penelitian ini, penulis ingin melihat apaasgang telah dilakukan
implementor dalam mengimplementasikan kebijakan peaan dan penataan
minimarket di Pematang Siantar. Terkait dengan geagan yang dilakukan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pemaiantp mereka melakukan
pengawasan dan memeriksa kualitas barang yangudifierlikan. Apakah barang
tersebut layak untuk dijual atau tidak.

Dalam situasi ini layak atau tidaknya barang atandyk itu dijual dilihat
dari kondisi kemasannya. Terkadang terdapat baratayy produk yang
kemasannya dalam keadaan remuk atau rusak tetaih hgual di minimarket
atau supermarket. Hal ini tentu saja harus dip#drat karena barang atau produk
yang kemasannya tidak layak ataupun remuk sehaaugtak dijual.

Kehalalan suatu barang atau produk juga perlu kigtdan. Diperindag
juga memeriksa kehalalan barang yang dijual di mamket tersebut khususnya
makanan dan minuman. Jika terdapat produk ataungparang tidak tercantum
bukti kehalalannya, pihak disperindag akan menamdduk-produk tersebut agar
tidak dijual lagi. Karena tidak seharusnya baratay gproduk yang tidak halal
bisa leluasa diperjualbelikan di toko-toko, pusaerbglanjaan maupun
minimarket.

b. Mengontrol harga barang

Harga barang atau produk yang dijual di minimapgeeta umumnya tidak
terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Karenaajilerlalu rendah ataupun terlalu
tinggi harga yang ditetapkan, pihak minimarketebrg akan mengalami kerugian
maka dari itu harga barang yang ada di minimarkg perlu dikontrol.

Bidang Perdagangan Disperindag Kota Pematang&a8igeneliti dapat
mengartikan bahwa harga barang yang dicantumkah pieak minimarket
(indomaret) tidak melebihi harga yang biasanya digasaran. Karena pada
umumnya mereka jika mereka menargetkan harga yatajut tinggi, konsumen



akan beralih ke pasar ataupun ke toko-toko keseéldiarnya. Sebab kebanyakan
dari konsumen lebih memilih kuantitas daripada kas) semakin rendah harga
barang atau produk yang ditawarkan maka konsumam labih memilihnya.

Dengan demikian prospek implementasi kebijakan yefeitif, sangat
ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksabgakan secara akurat dan
konsisten. Disamping itu, koordinasi merupakan mekae yang ampuh dalam
implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi Woikasi di antara pihak-
pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakaakankesalahan akan semakin
kecil, demikian sebaliknya.

2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantiari kemampuan
memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumbemnuaydliki peranan penting
dalam implementasi kebijakan. Bagaimanapun jelasy d@nsistensinya
ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tesebw, gd&a pelaksana kebijakan
yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijdkanang mempunyai
sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakararaseefektif maka
implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya disini berkaitan dengan segala suyamegr dapat digunakan
untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakdanusia merupakan
sumber daya yang terpenting dalam menentukan kafikrh suatu implementasi
kebijakan. Implementasi kebijakan tidak akan bafhaspa adanya dukungan
dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dantkasnya. Kualitas sumber
daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikaersonalitas dan
kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas bdarkalengan jumlah sumber
daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkiyiubekelompok sasaran.
Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadaphkslan implementasi,
sebab tanpa sumber daya manusia, implementasbakjatan lambat

Informasi dan kewenangan juga menjadi faktor pentidalam
implementasi kebijakan, terutama informasi yangevah dan cukup terkait
bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. 18ame wewenang
berperan penting terutama untuk menyakinkan danjamam bahwa kebijakan
yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

Dalam hal informasi dan kewenangan pengaturan jaroperasi perlu
diperhatikan lebih fokus. Pihak Disperindag wajilemberikan informasi yang
jelas mengenai aturan jam operasional dari minigtafkndomaret) tersebut.
Karena dengan jam buka yang cukup lama minimanke#ts bisa mendapatkan
keuntungan yang lebih besar, jika hal ini terus-enes terjadi pedagang kecil di
sekitarnya secara tidak langsung akan mengalamgkeer.

Jam operasi yang sesuai ketentuan Perpres No. 44@nT2007 adalah
pukul 10.00 - 22.00 tetapi pada kenyataan yan@degi lapangan minimarket
tersebut beroperasi dari pukul 07.00 — 22.00 danjagh yang mulai beroperasi
pukul 06.00. Hal ini menunjukkan bahwa minimarketsebut seolah tidak
memberikan kesempatan bagi pedagang kecil untukdapatkan keuntungan
lebih. Karena pada saat sekarang ini masyarakiat ieftarik berbelanja di tempat
yang nyaman dan bersih seperti di minimarket.

Jam buka yang terlalu lama membuat peluang bagigaed) kecil untuk
mendapatkan keuntungan semakin kecil. Sementagped kecil tidak mampu
bersaing dengan minimarket yang memiliki tempatgygauh lebih nyaman



daripada tempat mereka berdagang. Jumlah barangiduk yang mereka jual
juga jauh lebih sedikit daripada jumlah barang apmoduk yang ada di
minimarket. Jika hal ini terus-menerus terjadi alkmmakin banyak pedagang
kecil yang ada disekitar minimarket tersebut yakgnamengalami kerugian atau
bahkan mengalami gulung tikar.

3. Disposisi

Kecendrungan perilaku atau Kkarakteristik dari pshala kebijakan
berperan penting untuk mewujudkan implementasijakdn yang sesuai dengan
tujuan atau sasaran.Menurut pendapat Van Mete¥darHorn sikap penerimaan
atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sarmgapengaruhi keberhasilan
atau kegagalan implementasi kebijakan publik. H@lsangat mungkin terjadi
karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasthdlasi warga setempat
yang mengenal betul permasalahan dan persoalan ip@ngka rasakan. Para
pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaranaprogamun seringkali
mengalami kegagalan dalam melaksanakan programastat karena mereka
menolak tujuan yang ada di dalamnya sehingga seeanhunyi mengalihkan dan
menghindari pelaksanaan program. Dukungan dari ipemp sangat
mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapantgecara efektif dan
efisien.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 rmengantang
penataan pusat perbelanjaan dan toko modern, p@nbérarti suatu proses atau
cara menyusun, mengatur dan menata ruang dalamfsatennya sesuai dengan
yang dibutuhkan. Mengatur letak ruang yang sesgai tidak terjadi kesalahan
ketentuan pada saat mendirikan bangunan di ruasgbigt. Menurut ketentuan
bahwa dalam pendiriannya wajib memperhitungkan isbméonomi masyarakat,
keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usatilamenengah yang ada di
wilayah yang bersangkutan, memperhatikan jarak aemgsar tradisional yang
telah ada sebelumnya. Menyediakan fasilitas yamgjlhesehat, aman, tertib dan
ruang publik yang nyaman. Batasan luas lantai danjuuntuk toko modern
seperti minimarket kurang dari 400 m2. Dalam peadisuatu usaha minimarket
maupun pusat perbelanjaan harus mempunyai izin ryesmgi

Dengan mengurus surat izin di Kantor Badan PelayaRarizinan
Terpadu, usaha tersebut bisa membangun dan menggkalbausahanya tanpa
ada ganguan dari sekitarnya. Untuk membangun agswbmat suatu usaha dalam
bidang perdagangan seperti minimarket (indomapetyilik minimarket tersebut
harus terlebih dahulu mengurus Surat Izin Usahda@angan (SIUP), Surat Izin
Tempat Usaha (SITU) dan Tanda Daftar PerusahaaR.(Namun menurut data
yang diperoleh dari pihak Badan Pelayanan Perizifarpadu dari seluruh
minimarket (indomaret) yang ada di Kota Pematarantdr ada satu indomaret
yang tidak memiliki izin yang resmi yaitu indomarngng terletak di jalan H.
Adam Malik. Pihak BPPT mengatakan bahwa seluruto-ruko yang ada di
kawasan itu termasuk indomaretnya tidak memiliki izarena kawasan tersebut
hanya untuk pemukiman warga saja. Tetapi sampaiisaandomaret beserta
ruko-ruko yang ada di kawasan itu masih tetap betdn beroperasi.

4. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menileiekja implementasi
kebijakan adalah sumberdaya ekonomi lingkungan ydagat mendukung
keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mamgklingan eksternal turut



mendorong keberhasilan implementasi kebijakan, kkaraitik para partisipan,
yakni mendukung atau menolak. Karena itu, upayaleémentasi kebijakan
mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang ksifd

Salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaarakat pembinaan
dan penataan minimarket adalah lingkungan sosikbnami dan politik.
Pemerintah perlu memperhatikan bagaimana keadaarkanhdisi perekonomian
masyarakat sekitar apakah mampu menjadi konsumenaiselengan yang
diharapkan. Apakah perkembangan minimarket tersetbapat membantu
meningkatkan perekonomian masyarakatnya atau bahieanberikan dampak
buruk. Memperhatikan kondisi sosial jika masyarakaempu menerima
perkembangan minimarket yang semakin menjamurirsiaat

a. Memperhatikan jarak

Mengenai lokasi penataan minimarket yang telahudidalam Peraturan
Presiden No. 112 Tahun 2007 bahwa pendirian pusdiefanjaan atau toko
modern harus memperhatikan jaraknya dengan pasdisiobnal yang telah ada
sebelumnya. Artinya letak minimarket tersebut tidekeh berdekatan dengan
pasar tradisional yang ada di kota itu. Namun peelayataannya minimarket
(indomaret) tersebut berlokasi dekat dengan peedistonal.

Berdasarkan Perpres No.112 tahun 2007 tentangd&endan Pembinaan
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modielak ada jarak minimal
antara minimarket dengan pasar tradisional. Halperilu diperhatikan karena
pada pasal 4 jelas tertulis bahwa pendirian puedigianjaan dan toko modern
termasuk minimarket wajib memperhitungkan kondisiial ekonomi masyarakat,
keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan ussrengah yang ada di
wilayah yang bersangkutan. Tetapi masih terdapatinmairket yang berlokasi
dekat dengan pasar tradisional. Hal ini dapat meadylean pendapatan pedagang
tradisional atau pedagang kecil berkurang, jikatbedebut terus-menerus terjadi
nasib pedagang tradisional aan terancam.

b. Memperhitungkan kondisi ekonomi masyarakat

Kemudian memperhitungkan kondisi ekonomi masyarakalt ini perlu
diperhatikan mengingat perkembangan minimarketofmatet) yang terjadi di
daerah ini memiliki pengaruh yang cukup besar blegangsungan hidup
masyarakat Kota Pematang Siantar khususnya dalamekgm®mian
masyarakatnya. Karena perkembangan minimarket s@yagi saat ini memiliki
pengaruh yang positif dan negatif. Penataan mirketayang baik harus
memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat disekymribalah satu pengaruh
positifnya terciptanya lapangan pekerjaan bagi m@wakat yang sedang
membutuhkan pekerjaan.

Disatu sisi mereka menciptakan lapangan pekerjaag para pekerjanya
diambil dari masyarakat yang ada disekitar lokasiimmarket tersebut. Hal ini
membantu mengurangi jumlah pengangguran yang ada nde@ningkatkan
perekonomian masyarakat di daerah tersebut. Selaminimarket (indomaret)
ini juga mudah diakses oleh masyarakat yang runaajauwh dari pasar tradisional
dan toko-toko kecil lainnya. Untuk itu pemerintahwainstansi yang terkait perlu
memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang ddaekitarnya sebelum
memberikan izin untuk membangun minimarket (indatjar

Pesatnya perkembangan indomaret di Kota PematangntaBi
memunculkan respon dan tanggapan dari pedagangaegikecil. Bagaimana



tidak, sebelum adanya indomaret konsumen atau mastgpada umumnya lebih
cenderung beralih ke pedagang kecil. Pedagang ikéeih yang menjadi sasaran
masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Namun teamnyaya pada saat ini
indomaret lah yang lebih unggul.

Pemerintah Kota Pematang Siantar harus menellgbiar dahulu atau
melakukan survey sebelum mengeluarkan izin indonssteingga para pedagang
tidak beranggapan miring terhadap pemerintah pada isi. Karena pedagang
kecil yang berada di pasar tradisional merupakaetagang harus diperhatikan
pihak pemerintah sebab pedagang kecil telah mekaekontribusi yang besar
terhadap pemerintah Kota Pematang Siantar.

Upaya yang Dilakukan untuk Membina dan Menata Minimarket di
Pematang Siantar

Dalam membina dan menata minimarket (indomaret)gyada di
Pematang Siantar, pemerintah dan instansi yangaiterkeperti Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Pematang SiaB&dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kota Pematang Siantar dan SRipdkota Pematang Siantar
harus saling berkoordinasi. Koordinasi menu@&R. Terry merupakan suatu
usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakahaju dan waktu yang tepat,
dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan odakan yang seragam
dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Karena perkembangan minimarket khususnya indomiietsemakin
memberikan dampak yang buruk bagi pedagang-peddganiigJika hal ini terus
menerus dibiarkan kondisi atau keadaan pedagang kacg ada di Kota
Pematang Siantar ini akan semakin memprihatinkan.

Tetapi pada kenyataannya pemerintah Kota Pemataagta belum
melakukan upaya apapun dalam hal pembinaan dantaa@naninimarket
(indomaret) ini. Pemerintah Kota Pematang Siantasiim belum memiliki
rencana untuk membuat aturan khusus mengenai memgan minimarket di
kota ini. Alhasil pedagang kecil yang berada digpasadisional dan yang berada
di sekitar minimarket (indomaret) merasa bahwa agabreka akan mengalami
kemunduran.

Pemerintah perlu memperhatikan penataan minimaiikeiomaret) ini
agar tidak terlalu menjamur dan memberikan dampaiuk bagi pedagang
tradisional atau pedagang kecil. Dalam hal lokasidrian minimarket agar tidak
berdekatan dengan pasar tradisional, batasan &améai Iminimarket tidak lebih
dari 400m4, serta memperhatikan kondisi sosial ekonomi makyey usaha kecil
dan usaha menengah yang ada di wilayah yang béxgang

Kemudian dalam membina minimarket, khususnya Disgag Kota
Pematang Siantar memberikan pengarahan dan pembyaag lebih lagi bukan
hanya dalam mengawasi kualitas barang yang dipksjuamengontrol harga
barang dan mengatur jam beroperasinya, setidaknyaimarket tersebut
memberikan peluang bagi pedagang lain untuk mergfekeuntungan.

Untuk itu diperlukan suatu peraturan daerah ataatpean walikota untuk
mengatur penataan dan pembinaan minimarket yangdad&ota Pematang
Siantar. Agar dalam peraturan tersebut memilikekitan-ketentuan yang jelas
mengenai pembinaan dan penataan minimarket di kdtaSaat ini instansi-



instansi terkait hanya menjalankan prosedurnyaasetengan tugas pokok dan
fungsinya masing-masing.

Seperti dalam pemberian izin, pihak BPPT Kota PantaSiantar hanya
mengeluarkan izin bagi pihak indomaret yang tel@menuhi syarat-syarat yang
ditentukan dan mereka mendata berapa banyak inébrgang memiliki izin
resmi dan berapa banyak yang tidak memiliki izihaR BPPT juga memberikan
teguran bagi indomaret yang belum memiliki izinragggera mengurus izinnya.

SIMPULAN

Secara keseluruhan pelaksanaan kebijakan pembidaan penataan
minimarket di Pematang Siantar belum berjalan dengaksimal. Pemerintah
Kota Pematang Siantar perlu mengatur dan merenaanakaturan daerah untuk
mengatur minimarket atau pusat perbelanjaan yaaglaidota Pematang Siantar.

Jadi dapat ditarik kesimpulan yaitu Dari segi perabhn yang dilakukan
Disperindag Kota Pematang Siantar hanya berupa amexsj kualitas barang
yang dijual di minimarket (indomaret), mengontrakda barang yang ditetapkan
minimarket (indomaret) agar tidak terlalu tinggndaembatasi jam operasi dari
minimarket tersebut. Dalam mengawasi kualitas lmpfarsperindag memeriksa
barang atau produk yang dijual benar-benar dalaaddan layak. Memeriksa
bukti kehalalan dan masa berlakunya suatu baramg @toduk. Jika terdapat
barang atau produk yang tidak layak, Disperindagnakenarik barang tersebut
agar tidak dijual lagi.

Dalam hal mengontrol harga barang, pihak indomatetak
mencantumkan harga yang terlalu tinggi pada baedag produk yang mereka
jual. Karena jika terlalu mahal, konsumen akan lideree toko-toko kecil atau
pasar tradisional yang harganya masih bisa ditalgun dalam segi jam operasi
minimarket perlu diatur agar pedagang kecil yang @idsekitarnya mendapatkan
peluang dalam menjalankan usahanya. Dan jika tetdamimarket yang buka
melebihi batas jam yang ditentukan pihak Satpolh@Ris memberikan sanksi
atau teguran. Dalam hal ini Disperindag, BPPT datp@ PP Kota Pematang
Siantar perlu menjalin komunikasi yang lebih bagi] dan dalam penyampaian
informasi perlu diperjelas. Serta kewenangan masiaging instansi harus tetap
digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsngrasasing.

Dalam segi penataan, pihak yang berwenang perlu pateyas
minimarket-minimarket yang tidak memiliki izin, mgatur berapa jarak
minimarket dengan pasar tradisional ataupun dengako-toko Kkecil.
Menciptakan penataan dan pengelolaan yang sinargesra pasar tradisional
dengan toko modern, untuk dapat mengakomodir kébuatuwang diinginkan
diantara kedua belah pihak, sehingga masing-magapat mengandung rasa
keadilan dan keberlangsungan yang saling harmoars shma-sama saling
menunjang, seperti penataan tata ruang lokasi ggaman dan terjangkau oleh
para pedagang kecil.
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